BAB I

PENDAHULUAN

Scbagai suatu negara hukum bangsa Indenesia mempunyai sistem peradilan
dan catur penegak hukum. Namun dalam komponen pcradilan yang cukup urgen
adajah Kepolisian. Hal ini disebabkan kepolisian merupakan bagian yang tidak dapat
dipiszhkan antar sare dengan lainnya, karena merupakan bagian satu sistem vang
terintegzasi. Sebagai suatu sistem, peradilan pidana memerlukan keterikatan dan
keterkaitan dengan komponen-komponen lainnya.

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP telah mengatur
secara lebih tinci tentang kedudukan, peranan dan tugas kepolisian negara Republik
Indonesia dalam kaitannya dcngan proses pidana sebagai penyelidik dan penyidik
serta melaksanakao koordinasi dan pengawasan terhadap penyidik pegawai negeri
sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Dalam KUHAP Pasal 1 butir 1 disebutkan :

Pengertian penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat
pegawai negen sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang
untuk melakukan penyidikan.

Pada dasarmya Kepolisian nega:; Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia dalam Pasal 4 bertujuen untuk emenjamin tertib dan tegaknya hukum serna

terbinanya ketcnteraman masyarakat guna mewujudkan keamanan dan ketertiban

masyarakal dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, terseicnggaranya
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fungsi pertahanan kcamanan negara, dan tercapainya tujuan nasional dengan
menjunjung tinggi hak azasi manusia.

Fungsi kepolisian adalah satu fungsi pemerintahan negara di bidang
penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat serta pembimbingan
masyaiakat dalam rangka teijaminnya ketertiban dan tegaknya hukum.

Kepolisian sebagai bagian intgial fungsi pemerintahan negara, temyata fungsi
tersebut memiliki takaran yang hegitu luas, tidak sckedar aspeck refresif dalam
kaitannya dengan proses penegakan hukum pidana seja, tetapi juga mencakup aspek
preventif berupa tugas-tugas yang dilakukan yang begitu meiekat pada fiwgsi utama
edministrasi negara mulai dan bimbingan dan pengaturan sampai dengan tindakan
kepolisian yang bersifat administrasi dan bukan komgpetensi pengadilan.

Demikian juga halnya dengan salah satu jenis kejahatan yang akhir-akhir iai
semnakin mecesahkan masyarakai yaitu kasus-kasus perampokan, baik itu dengan
senjata api maupun senjata tajam. Pola dan corak perampokan juga menunjukkan segi
kuantitas dan kualitas, baik itu di jalan 1aya, pada rumah.rumah masyarakat, bank dan
mode] perampokan lainnya,

Bcrdasarkan perkembangan kejahatan perampokan sebagaimana disebutkan
di atas maka adalah merupakan hzl yang utama meletakkan fungsi polisi ke depan
dalam menangani gevsaalan-perscalan kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat,
termasuk kasus-kasus perampokan, baik itu dalam mengantisipasi terjadinya kembali
kasuskasus perampokan maupun melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus

perampokan yang telah terjadi.
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